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Isu dan Permasalahan

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang saat
ini tengah disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM)
dimana salah satu fokus revisi yakni terkait penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Adapun
aturan yang memperkuat kewenangan Komnas HAM terdapat dalam Pasal 112, yang menyataan
bahwa rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan
bahwa revisi UU HAM akan mengatur berbagai aspek pembangunan HAM di Indonesia,
termasuk penguatan kelembagaan yang memiliki peran strategis. Salah satu fokus utama adalah
penguatan Komnas HAM. Menurutnya, komitmen ini bukan hanya untuk memperkuat institusi,
tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian penegakan HAM yang lebih
nyata dan berdaya guna.

Dalam upaya penguatan Komnas HAM, terdapat 4 (empat) alternatif yang akan diberikan
kepada Komnas HAM melalui revisi UU HAM. Pertama, menjadikan rekomendasi Komnas HAM
bersifat mengikat (binding). Selama ini, banyak rekomendasi yang hanya dianggap masukan
tanpa konsekuensi hukum. Dengan perubahan ini, rekomendasi Komnas HAM akan memiliki
kekuatan hukum, bahkan disertai sanksi bagi pihak yang mengabaikannya. Langkah ini
diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan lembaga negara maupun pihak terkait dalam
menindaklanjuti temuan kasus HAM. Kedua, apabila ada kasus besar yang ditangani Komnas
HAM, maka penyidik ad hoc dari Kejaksaan akan dapat melakukan proses hukum secara penuh,
mulai dari penyidikan, pemanggilan paksa, hingga penuntutan. Mekanisme ini memberi jalan
agar kasus-kasus besar tidak berlarut tanpa kejelasan, serta mempercepat proses hukum bagi
korban dan keluarganya. Ketiga, revisi UU HAM juga membuka ruang menjadikan Komnas HAM
serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Model ini akan memberikan kewenangan
penuh kepada Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk kewenangan
penyidikan, pemanggilan paksa, dan penuntutan. Dengan begitu, Komnas HAM tidak hanya
sebatas sebagai lembaga pengawas atau pemberi rekomendasi, tetapi menjadi lembaga
penegak hukum yang berwibawa. Keempat, pemberian hak imunitas kepada pekerja Komnas
HAM, khususnya komisioner. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komisioner dapat
melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman kriminalisasi. Dengan
pelindungan ini, Komnas HAM dapat bekerja lebih independen, profesional, dan berani dalam
membela kepentingan rakyat.

Selain penguatan Komnas HAM, terdapat beberapa substansi yang berpotensi melemahkan
kewenangan Komnas HAM di antaranya Pasal 109, Komnas HAM tidak lagi berwenang menerima
dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM, melakukan mediasi, pendidikan dan
penyuluhan HAM, serta pengkajian HAM, kecuali dalam hal regulasi dan instrumen internasional.
Selain itu, Pasal 100 ayat (2) mengatur bahwa panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan
presiden. Padahal, di UU HAM, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM. Hal
ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses seleksi anggota Komnas HAM seperti
diatur dalam Paris Principles (prinsip-prinsip untuk penguatan lembaga HAM). Untuk itu, Komnas
HAM, telah menyiapkan naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait penguatan
peran Komnas HAM dalam sistem pelindungan HAM di Indonesia agar semakin efektif.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document/

Revisi UU HAM, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan kewenangan
Komnas HAM dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan sistem pelindungan HAM
di Indonesia semakin efektif. Melalui revisi UU HAM, diharapkan rekomendasi
Komnas HAM akan memiliki kekuatan hukum. Langkah ini diharapkan mampu
meningkatkan kepatuhan lembaga negara dan pihak terkait dalam menindaklanjuti
temuan kasus HAM. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi XIll mendorong Kementerian
HAM untuk segera menyelesaikan revisi UU HAM dan mendorong penguatan
Komnas HAM yang mencakup penguatan kelembagaan dan legalitas rekomendasi
agar memiliki  kekuatan hukum vyang mengikat, bukan sekadar bersifat
rekomendasi. Selain itu, Komisi Xl DPR Rl juga mendorong koordinasi yang lebih
kuat antara Komnas HAM dengan lembaga pemerintah terkait, terutama
Kementerian HAM, serta mengupayakan penguatan anggaran untuk program
kerja.
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